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Abstrak

Dinamika demokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem
pemerintahan daerah, termasuk peningkatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebagai representasi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja
DPRD Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-
empiris, dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, wawancara langsung dengan anggota DPRD, dan analisis dokumen
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD masih didominasi
oleh eksekutif, fungsi anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik,
dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda serta APBD belum optimal. DPRD
juga menghadapi hambatan internal, seperti rendahnya inisiatif anggota, serta
keterbatasan sumber daya manusia. Pembahasan menekankan pentingnya perilaku extra-
role, profesionalitas, dan sinergi antarlembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
perlunya peningkatan kinerja DPRD secara menyeluruh agar perannya dalam
mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat tercapai
sesuai dengan prinsip good governance. Evaluasi ini diharapkan memberi kontribusi
positif dalam pengembangan kelembagaan DPRD di masa depan.
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Abstract

The dynamics of democracy in Indonesia have led to significant changes in the local

government system, including an increase in the role of the Regional People's
Representative Council (DPRD) as the people's representation. This study aims to
evaluate the performance of the Surakarta City DPRD in improving the quality of public
services based on Regional Regulation No. 12/2012. The research uses a juridical-
empirical approach, with a qualitative descriptive method. Data were collected through
literature study, direct interviews with DPRD members, and legal document analysis.
The results show that the legislative function of DPRD is still dominated by the
executive, the budget function is not fully in favor of the public interest, and the
supervisory function of the implementation of local regulations and APBD is not
optimal. DPRDs also face internal obstacles, such as low member initiative and limited
human resources. The discussion emphasizes the importance of extra-role behavior,
professionalism, and inter-agency synergy. The conclusion of this study is the need to
improve the overall performance of DPRDs so that their role in realizing effective,
transparent and accountable public services can be achieved in accordance with the
principles of good governance. This evaluation is expected to make a positive
contribution to the future institutional development of DPRD.
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1. PENDAHULUAN
Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan didaerah.
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Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin
dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat dihandalkan dalam menggerakkan
roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan
masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD. Melalui prinsip
desentralisasi, pemerintah pusat telah memlimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah.’

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan.? Pemberian otonomi luas diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.?

Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada
pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan, Desentralisasi adalah
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas
Otonomi.* Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan
untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintah dari pemerintah (pusat)
kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kelompok kelompok
fungsional atau organisasi non pemerintah/swasta. Selain dari desentralisai tersebut diatas,
mengingat kondisi geografis yang sangat luas maka untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
pembinaan serta pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah kabupaten/kota
maka pemerintah pusat melimpahkan wewenang dekosentrasi kepada pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa: Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewengan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada

instansi verikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai tanggung

! Helamnida, “Urusan Rumah Tangga Daerah menurut UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”, Simbur Cahaya
no. 46 tahun XVI, (September 2011), hal. 2663.

2 Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, Jurnal
Spektrum Hukum, Volume 16 Nomor 1, (2019), hal. 15.

4 Pasal 1 ayat (8), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentailg Pemerintahan daerah



jawab urusan pemerintahan umum. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD
adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing.
Dalam posisi inilah sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup utuk melaksanakan peran
dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan di
daerah. °> Melalui fungsi DPRD baik fungsi legelasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.®

Terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat yakni; penegakan hukum yang
adil, demokrasi politik yang bermoral, pertumbuhan ekonomi yang cukup dan manajemen
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam aplikasinya dituntut peran dan fungsi yang
diwujudkan melalui kinerja DPRD. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
mengukur suatu keberhasilan Lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu agar dapat dicapainya tujuan yang diharapkan. ’

Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk melakukan evaluasi dan/atau
bersedia menerima krittk dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap kinerjanya agar dapat
mengetahui sejauh mana tujuan serta hasil yang telah dan akan dicapai. Kinerja organisasi (DPRD)
juga merupakan tingkat kemampuan dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan dalam
mencapai tujuan, maka kinerja suatu organisasi hendaknya dilakukan oleh segenap sumber daya
manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan, bawahan atau anggota-anggota organisasi.
Dalam prosesnya prilaku individu-individu akan berpengaruh pada prilaku kelompok dan pada
akhirnya akan mempengaruhi prilaku dan kinerja organisasi.

Berangkat dari hal itu maka menjadi sangat utama apabila suatu organisasi memiliki anggota angota
yang berkepribadian positif atau mental yang baik. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk
mencapai kinerja yang setinggi-tingginya dituntut “perilaku sesuai” antara anggota dengan harapan
organisasi. Pada penerapannya ada deskripsi tentang perilaku yang harus dikerjakan perilaku (intra-
role) dan ada pula perilaku yang tidak terdeskripsi secara formal yang dilakukan oleh anggota
organisasi termasuk anggota DPRD, seperti bersinergi dan membantu rekan kerja menyelesaikan
tugas, keseriusan dalam mengikuti rapat baik rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat fraksi,

rapat paripurna, rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif, swasta, organisasi masyarakat dan

5 Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga
Legislatif Daerah”, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, (2024), hal. 3.

¢ Aryojati Ardipandanto, Prayudi Ahmad, Budiman Aulia Fitri, 2020, Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah,
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 39.

7 Khairudin, dkk, 2022, Membangun Kepercayaan Publikdi Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government,
Banyumas: CV Amerta Media, hal. 147. 3



masyarakat itu sendiri, serta pelaksanaan fungsi dan tugas lainya. ® Perilaku yang lebih
mementingkan orang banyak ketimbang diri sendiri, juga disebut perilaku extra-role. Perilaku
extra-role merupakan perilaku yang sangat dihargai ketika dilakukan oleh anggota organisasi meski
tidak terdeskripsi secara formal karena meningkatkan efektivitas organisasi.’

Dewasa ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kinereja DPRD baik dalam
kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Masyarakat merasa bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi
sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah
tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perpu
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. '© Ada beberapa persoalan yang dapat diindentifikasi sebagai bentuk
lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsinya antara lain sebagai berikut:!!
Pertama: Dalam pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda); sebagaian
besar perda yang dihasilkan dari tahun ketahun dalam priode berjalan pada lembaga DPRD, lebih
banyak diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif dari pada lembaga legislatif, pada hal sebagai
lembaga legeslatif semestinya DPRD dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk
memprakarsai terbentuknya peraturan daerah (perda).

Kedua: Dalam pelaksanaan fungsi anggaran; kurang maksimalnya lembaga DPRD dalam
membahas APBD yang berpihak kepada rakyat, hali ini terihat dari sisi pendapatan yang masih
sangat mengandalkan sumbangan/pemberian dari pemerintah pusat, dimana Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dijadikan cermin bagi kemandirian pelaksanaan otonomi
daerah, dalam kenyataannya masih jauh dari harapan untuk mengimbangi keperluan belanja daerah.
Pada sisi belanja, belanja tidak langsung terhitung sering lebih besar nilainya dari belanja langsung.
Tergambar disini bahwa belanja rutin pemerintahan lebih besar dari belanja Pembangunan
(masyarakat/publik). Pada hal otonomi daerah memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan.

8 Suwondo Anwar, Tesis: Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) (Studi Kinerja Dprd Kabupaten Tulang
Bawang Periode Tahun 2009-20014), Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Magister [lmu Administrasi Fakultas [Imu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, hal. 73.

% Suardi Mukhlis, dkk, “Kinerja Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Bupati Sinjai”, Journal of Government Insight,
Volume 2 Nomor 2, (Desember 2022), hal 221.

10 Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
' Alpin Manjdoro, Skripsi: Analisis Kinerja Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Poso, Makasar:
Program Studi [lmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, hal. 134.



Dapat diartikan bahwa program-program kerja daerah yang dituangkan dalam APBD semestinya
mencerminkan kemandirian daerah dalam sisi pendapatan, mencerminkan belanja yang berpihak
kepada rakyat dimana belanja langsung seharusnya lebih besar dari belanja tidak langsung atau
setidaktidaknya berbanding lurus, berimbang dan dinamis, serta ditopang dengan pembiayaan yang
memadai.

Ketiga: Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan; masih terdapat peraturan daerah (perda) yang
belum berjalan secara efesien dan efektif yang semestinya perlu dikaji dan dievaluasi oleh DPRD
apa hambatan dan kendalanya, kemudian direvisi atau dicabut/dibatalkan karena sudah tidak sesuai
lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain dari pada itu perlu peran aktif yang dilakukan oleh
DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui kinerja
DPRD. Adalah hal yang wajar bila muncul pertanyaan-pertanyaan ditengah tengah masayarakat
yang berkaitan dengan kinerja DPRD.

Dalam menjalankan fungsinya DPRD Kota Surakarta sebagai bahan kajian dalam penulisan Skripsi
ini dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan
fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi
seluruh aspek yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. DPRD dinilai kurang
produktif karena sedikitnya rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif dewan. Hal
tersebut sangatlah bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Padahal sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat Kabupaten dan/atau Kota, DPRD dituntut
untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung segala aspirasi dari rakyat daerah dan
untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.!?

Oleh karena itu kebijakan publik yang dihasilkan DPRD haruslah kebijakan yang tidak mudah
rapuh (kuat), sehingga menjadi penyangga bagi kebijakan negara, dengan demikian diperlukan
kinerja DPRD yang berkualitas. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut diatas diperlukan
penelitian akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya sebagai
objek penelitian ini saya sebagai penulis melaksanakan studi pada DPRD Kota Surakarta
dikarenakan saya tertarik meneliti dengan pelaksanaan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
berdasarakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
dan menulis judul “Evaluasi Kinerja Lembaga Negara Yaitu Dprd Surakarta Dalam Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik (Perda Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012)”

2.METODE (sTYLE HEADING)

12 Purwono, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kota Surakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019",
Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2, (Juli 2020), hal. 163.



Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara atau metode, sistematika,
dan pemikiran yang bertujuan dapat mendalami permasalahan hukum tertentu dengan menganalisis
data yang diperoleh menggunakan metode penelitian tertentu. !> Metode penelitian merupakan cara
yang digunakkan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang
diajukan. '* Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
yuridis-empiris, karena metode ini menggabungkan metode penelitian yuridis dan empiris, dengan
tujuan agar dapat mengetahui implementasi dari hukum dalam masyarakat. '°

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (STYLE HEADING)

Dasar Hukum Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat pada 3 aspek diantaranya
yaitu hasil pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi.'® Dalam
rangka mengevaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta secara
komprehensif, penilaian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi
representasi telah dilakukan secara mendalam. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek penting
ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang komprehensif mengenai peran serta kinerja DPRD
dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dan memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta.!’
Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi memiliki urgensi yang krusial dalam konteks
demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui fungsi legislasi, DPRD bertanggung
jawab dalam mengesahkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan
masyarakat, termasuk kebijakan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, peningkatan
pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Proses legislasi yang efektif dan
transparan dapat memastikan adanya kepastian hukum yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan
masyarakat, menciptakan aturan main yang jelas dan stabil bagi para pelaku usaha, serta
memperkuat landasan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, fungsi legislasi juga memungkinkan DPRD untuk
merespons secara tepat dan responsif terhadap berbagai isu dan tantangan pembangunan yang

dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih mengakomodasi

13 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

14 Sukandarrumidi, 2012.

15 Angel, 2023, “Pengertian Yuridis Empiris Adalah Pendekatan Penelitian Hukum Modern”, diakses melalui https://pdi-
p.com/pengertian-yuridis-empiris-adalah-pendekatan-metodologi-penting-dalam-penelitian-hukum-modern/ pada 29
September 2023.

16 Tyan Barlian, Pipih Ludia Karsa, "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam
Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, (Juli 2023), hal.
410.

17 Tawakkal Baharuddin, Sjafri Sairin, Achmad Nurmandji, "Building Social Capital Online During the COVID-19 Transition
in Indonesia", Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2022, hal. 130-142.
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kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih holistik dan efektif. Melalui fungsi legislasi yang
baik, DPRD dapat memastikan adanya pengaturan yang adil dan berpihak kepada kepentingan
seluruh masyarakat, serta memperkuat kerangka kelembagaan yang mendukung demokrasi yang
kuat dan partisipatif di tingkat daerah.!®

Selain itu, urgensi pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD juga terkait dengan pemastian
keterwakilan dan kepentingan rakyat dalam proses pembentukan kebijakan publik. DPRD, sebagai
wakil rakyat, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang
dihasilkan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, mengakomodasi kebutuhan berbagai
sektor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui fungsi
legislasi yang efektif, DPRD dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan
diperjuangkan secara adil dan proporsional, serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam
representasi kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian,
peningkatan kualitas dan kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi menjadi kunci
utama dalam memastikan adanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan responsif
terhadap berbagai isu dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong terciptanya
pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal."”

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan aspek sentral dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), yang melibatkan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Kota Surakarta selama rentang tertentu. Melalui analisis mendalam, dapat terungkap
sejauh mana kontribusi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat dan pembangunan daerah.?

Diperlukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan pengesahan Raperda, termasuk kendala-kendala dalam proses pembahasan,
ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional, serta mungkin adanya ketidaksesuaian dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, DPRD
dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam proses legislasi guna meningkatkan efektivitas
pengesahan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
daerah.?!

Dampak dari gagalnya pengesahan sejumlah Raperda di Kota Surakarta dapat memperlambat

18 Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh, Feybi Ariani Goni, "Review of Frameworks for Sustainability Implementation",
Sustainable Development Sust. Dev, Volume 25, 2017, hal. 180—188.

19 Lahamit, S, “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)”, PUBLIKA: Jurnal llmu Administrasi Publik, Volume
7 Nomor 1, 2021, hal. 32-45.

20 T ahamit, /bid.

2! Dapot Pardamean Saragih, Aenal Fuad Adam, "Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke", Musamus Journal of Public
Administration, Volume 4 Nomor 2, 2022, hal. 101-110.



proses pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya diimplementasikan. Tidak adanya
Perda yang mendukung kebijakan atau program tertentu dapat membatasi kapasitas Pemerintah
Daerah untuk merespons secara tepat dan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam
mengatasi isu-isu yang mendesak dan memperbaiki layanan publik. Selain itu, ketidaktersediaan
kerangka hukum yang kuat juga dapat mengurangi kepastian hukum bagi berbagai pihak, termasuk
sektor swasta dan masyarakat umum, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi
di daerah. Dengan demikian, kegagalan pengesahan Raperda dapat berdampak negatif secara luas
terhadap proses pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Surakarta, menimbulkan
tantangan yang signifikan bagi upaya pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.??

Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta merupakan langkah penting dalam
menyelaraskan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga terdapat panduan yang
disepakati bersama untuk membahas kebijakan daerah selama periode tertentu. Program ini menjadi
acuan bagi penyusunan produk hukum daerah yang mendukung pembangunan daerah, serta
memberikan gambaran mengenai keadaan Kota Surakarta dalam jangka waktu tertentu. Melalui
program ini, dapat diantisipasi adanya tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Alur penyusunan Program Legislasi
Daerah tersebut diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta,
dimana prosesnya melalui serangkaian rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga
ditetapkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.”?

Implementasi Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai
Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Fungsi legislasi merupakan salah satu tugas utama DPRD Kota Surakarta dalam membentuk
peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di wilayahnya. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD bekerja sama dengan
pemerintah kota untuk menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai panduan
pembentukan Perda selama periode tertentu.

Proses legislasi di Surakarta melibatkan beberapa tahapan penting. Rancangan Perda (Raperda) bisa
berasal dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif anggota DPRD sendiri. Setiap Raperda
kemudian dibahas melalui serangkaian rapat di tingkat komisi, badan legislasi, hingga akhirnya

diputuskan dalam rapat paripurna. Sayangnya, proses ini seringkali menghadapi kendala, seperti

22 Bambang Suharto, Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap
s - The Indonesian Journal of Public Administration, Volume omor 01, Juni , ha .

(PTSL)", IJPA - The Ind. Ja l of Public Ad Vol 09N 01, Juni 2023, hal 27

23 Wawancara pribadi dengan Risky Tegar selaku Sekretaris Dewan, pada tanggal 07 Januari 2025 di Kantor DPRD Kota

Surakarta.
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lambatnya pembahasan atau bahkan gagal disahkan, yang berdampak pada tertundanya program
pembangunan.

Beberapa masalah utama dalam fungsi legislasi ini antara lain kualitas Perda yang kadang kurang
memadai, ada yang hanya copy paste dari daerah lain tanpa penyesuaian dengan kebutuhan lokal,
minimnya kajian akademik yang mendalam sebelum penyusunan Raperda serta partisipasi
masyarakat dalam proses legislasi yang masih terbatas, padahal aspirasi warga sangat penting untuk
menghasilkan Perda yang tepat sasaran.?*

Fungsi anggaran merupakan salah satu tugas penting DPRD Kota Surakarta dalam mengelola
keuangan daerah. Bersama dengan Walikota, DPRD bertanggung jawab untuk menyusun,
membahas, dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini. Setiap tahun, DPRD melalui Komisi
IIT yang membidangi keuangan melakukan pembahasan mendetail terhadap rancangan APBD yang
diajukan pemerintah kota. Proses ini meliputi evaluasi terhadap berbagai usulan anggaran dari
dinas-dinas terkait, penyesuaian dengan prioritas pembangunan, serta penentuan alokasi dana untuk
program-program strategis. Pada tahun 2024 misalnya, APBD Surakarta mencapai Rp 2.2 triliun
yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk program unggulan seperti Kartu
Sehat dengan anggaran Rp 150 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, fungsi anggaran ini menghadapi beberapa tantangan nyata seperti
sering terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD yang bisa mengganggu pelaksanaan
program, komposisi anggaran yang belum ideal, dimana belanja pegawai seringkali menyerap porsi
besar dibanding belanja pembangunan serta potensi adanya intervensi kepentingan politik dalam
pengalokasian anggaran.?®

Di Surakarta, DPRD telah berupaya menjalankan fungsi anggaran ini dengan melakukan
pemantauan rutin melalui laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun masih
diperlukan perbaikan dalam hal transparansi pengelolaan anggaran dan penguatan sistem
pengawasan, terutama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat
maksimal bagi masyarakat. Fungsi anggaran yang baik sangat menentukan kualitas pembangunan
dan pelayanan publik di Surakarta. APBD yang tepat sasaran akan mendorong kemajuan kota,
sementara pengelolaan yang buruk bisa menghambat berbagai program penting bagi warga. Oleh
karena itu, DPRD perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam analisis anggaran dan memperkuat
sistem pengawasan keuangan daerah.

Fungsi pengawasan merupakan mata pisau ketiga yang melengkapi peran DPRD Kota Surakarta,

24 Wawancara pribadi dengan Risky Tegar selaku Sekretaris Dewan, pada tanggal 07 Januari 2025 di Kantor DPRD Kota
Surakarta.
5 Wawancara pribadi dengan Risky Tegar selaku Sekretaris Dewan, pada tanggal 07 Januari 2025 di Kantor DPRD Kota
Surakarta.
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selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam menjalankan tugas ini, DPRD bertindak sebagai
pengawas yang memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan
manfaat nyata bagi warga Solo. DPRD Surakarta melakukan pengawasan melalui berbagai cara
yang cukup beragam. Mereka rutin turun ke lapangan untuk mengecek langsung pelayanan publik,
seperti sidak ke rumah sakit untuk memastikan program Kartu Sehat benar-benar gratis seperti yang
dijanjikan. Selain itu, mereka juga mengadakan rapat dengar pendapat dengan dinas-dinas terkait
sebulan sekali, serta membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Ketika
menemukan masalah serius, DPRD bahkan bisa membentuk panitia khusus (pansus) untuk
penyelidikan lebih mendalam.

Namun praktiknya, pengawasan ini tidak selalu berjalan mulus ada beberapa kendala nyata yang
sering dihadapi seperti pengawasan cenderung melemah saat mendekati masa pemilu, karena
anggota DPRD lebih fokus pada kepentingan politik partainya, hasil temuan pengawasan kadang
tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah daerah serta masyarakat masih kurang berhati-
hati tentang cara melaporkan masalah ke DPRD.?®

Di Surakarta, Komisi IV DPRD khususnya cukup aktif mengawasi sektor-sektor vital seperti
kesehatan dan pendidikan. Mereka pernah menemukan beberapa masalah dalam pelayanan
kesehatan dan berhasil mendorong perbaikan. Namun sayangnya, masih ada kesan bahwa
pengawasan ini belum maksimal karena kurang transparannya laporan hasil pengawasan kepada
publik. Fungsi pengawasan yang kuat sebenarnya sangat penting untuk mencegah penyimpangan
anggaran dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Warga Solo berhak tahu apakah uang
pajak mereka digunakan dengan benar. Untuk itu, DPRD perlu lebih gencar membuka akses
informasi hasil pengawasan, baik melalui website resmi maupun pertemuan terbuka dengan
masyarakat. Dengan begitu, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi formalitas belaka, tapi benar-
benar bisa membawa perubahan positif bagi Kota Surakarta. Selaras dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 160.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang
dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Dalam
urusan pemerintahan konkuren terdapat urusan pemerintahan wajib, ini dimaksud penyelenggara
pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berwenang

26 Wawancara pribadi dengan Risky Tegar selaku Sekretaris Dewan, pada tanggal 07 Januari 2025 di Kantor DPRD Kota
Surakarta.
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dalam mengurus pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Komisi IV DPRD

Kota Surakarta berperan dalam melaksanakan pelayanan dasar di Kota Surakarta, sesuai dengan

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.PENUTUP

a.

Pengaturan Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan landasan penting
dalam menilai sejauh mana lembaga legislatif daerah mampu menjalankan fungsinya secara
optimal, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini mengacu pada ketentuan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja
DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi legislasi masih tergolong kurang optimal.
Hal ini tercermin dari rendahnya inisiatif DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan
daerah yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan
publik. Sebagian besar perda yang dihasilkan justru berasal dari pihak eksekutif, padahal
sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab strategis untuk merancang
kebijakan hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai
Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dinilai berdasarkan beberapa indikator,
seperti efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta kesesuaian
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Surakarta masih menghadapi
sejumlah hambatan dalam mengembangkan dan melaksanakan perda yang relevan dengan
peningkatan kualitas layanan publik. Hambatan tersebut antara lain mencakup rendahnya
produktivitas dalam pengusulan perda inisiatif, lemahnya pengawasan terhadap implementasi
kebijakan pelayanan publik, serta keterbatasan dalam menjawab aspirasi masyarakat secara
konkret. Selain itu, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum sepenuhnya efektif
dalam memastikan peraturan yang sudah ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara efisien
oleh eksekutif. Akibatnya, beberapa layanan publik di Kota Surakarta belum menunjukkan
perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPRD, baik dari
aspek sumber daya manusia, mekanisme kerja, maupun komitmen politik, agar dapat
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata, akuntabel, dan berpihak pada

kepentingan masyarakat.
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